
 

 

 

 

PROVINSI JAWA TIMUR 
 

PERATURAN WALI KOTA BATU 

 

NOMOR 59 TAHUN 2022 

 

TENTANG 

 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 

 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALI KOTA BATU, 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal                  

9 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 59 Tahun 2022 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan 

Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2022; 

 

Mengingat  :  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang 

Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

SALINAN 
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan 

Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);  

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 

2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang 

Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 

tentang Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 

tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan 

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6057); 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 

tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6279); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 

2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian, 

dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 

Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 

2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 1114);  

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 

2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 1447); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan            

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 1781); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 

2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala 

Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan 

Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 

2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 926); 
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21. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 9 Tahun 2021 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2022; 

22. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2022 

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2021; 

23. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2022 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; 

 
MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN 
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022. 
  

Pasal 1 
 
Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:  

1. Daerah adalah Kota Batu. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu. 

3. Wali Kota adalah Wali Kota Batu. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kota Batu. 

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota 

Batu. 

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat 

Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batu. 

7. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah yang selanjutnya disingkat P-APBD adalah 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kota Batu. 

 

Pasal 2 

 

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 terdiri atas 

pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan 

daerah dengan rincian sebagai berikut: 

1.   Pendapatan Daerah 

a. Semula                Rp920.583.299.786,00 

b. Bertambah                        Rp34.935.540.968,00 

  Jumlah Pendapatan Daerah  

setelah perubahan               Rp955.518.840.754,00 
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2. Belanja Daerah 

a. Semula             Rp1.116.156.738.786,00 

b. Bertambah                     Rp78.239.879.967,00 

Jumlah Belanja Daerah  

setelah perubahan               Rp1.194.396.618.753,00 

3. Pembiayaan Daerah 

a. Penerimaan Pembiayaan 

1)  Semula        Rp200.000.000.000,00 

2)  Bertambah                   Rp 43.304.338.999,00 

Jumlah Penerimaan Pembiayaan  

Setelah perubahan            Rp243.304.338.999,00 

b. Pengeluaran Pembiayaan 

1) Semula  Rp4.426.561.000,00 

2) Bertambah/(berkurang)  Rp0,00 

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan  

setelah perubahan Rp4.426.561.000,00 

Jumlah Pembiayaan Netto  

setelah perubahan      Rp 238.877.777.999,00 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran  

setelah perubahan  Rp0,00 

 

Pasal 3 
 
 Uraian lebih lanjut P-APBD sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran dan 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali 

Kota ini, yang terdiri dari: 

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan 

APBD yang diklasifikasi menurut 

Kelompok, Jenis, Objek, Rincian 

Objek, Sub Rincian Objek 

Pendapatan, Belanja, dan 

Pembiayaan Tahun Anggaran 2022; 

2. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD 

menurut urusan Pemerintahan 

Daerah, Organisasi, Program, 

Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, 

Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub 

Rincian Objek Pendapatan, Belanja, 

dan Pembiayaan Tahun Anggaran 

2022; 

3. Lampiran III Daftar nama calon penerima, alamat 

dan besaran alokasi hibah berupa 

uang yang diterima, serta SKPD 

pemberi hibah; 
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4. Lampiran IV Daftar nama calon penerima, alamat 

dan besaran alokasi bantuan sosial 

berupa uang yang diterima, serta 

SKPD pemberi bantuan sosial; 

5. Lampiran V Daftar nama calon penerima, alamat 

dan besaran alokasi bantuan 

keuangan bersifat khusus yang 

diterima, serta SKPD pemberi 

bantuan keuangan; 

6. Lampiran VI Daftar nama calon penerima, alamat 

dan besaran perubahan alokasi 

belanja bagi hasil pajak daerah 

kepada Pemerintah Desa; 

7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus 

menurut urusan Pemerintahan 

Daerah, Organisasi, Program, 

Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, 

Jenis, Objek, dan Rincian Objek 

Pendapatan, Belanja, dan 

Pembiayaan Tahun Anggaran 2022; 

8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA pertambangan 

minyak bumi dan pertambangan gas 

alam/tambahan DBH-minyak dan 

gas bumi*) menurut urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, 

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, 

Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian 

Objek Pendapatan, Belanja dan 

Pembiayaan Tahun Anggaran 2022; 

9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan 

Infrastuktur menurut urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, 

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, 

Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian 

Objek Pendapatan, Belanja dan 

Pembiayaan Tahun Anggaran 2022; 

10. Lampiran X Sinkronisasi kebijakan Pemerintah 

Kota dalam Peraturan Daerah 

tentang Perubahan APBD dan 

Peraturan Kepala Daerah tentang 

Penjabaran Perubahan APBD dengan 

Program Prioritas Perbatasan Negara. 
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Pasal 4 
 

 
Pelaksanaan penjabaran P-APBD yang ditetapkan dalam 

Peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam 

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

Pasal 5 
 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu. 

 
 

 

Ditetapkan di Batu  

pada tanggal  21 November 2022 

 

 WALI KOTA BATU, 

 

 

   ttd 
 

DEWANTI RUMPOKO 
 

Diundangkan di Batu 

pada tanggal 21 November 2022 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU, 

 

ttd 

 
 

ZADIM EFFISIENSI 

ACHMAD SUPARTO 
 

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2022 NOMOR59/A 


